
I II III IV

1 4 5 6 7

1 - - - 89%

NAMA INDIKATOR 
TARGE

T
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Verifikasi dan Validasi Data PBI 
JKN

1 Kegiatan √ √ √ √

Operasional ULT-PK 1 Tahun √ √ √ √

Honorarium Tim Verfikasi dan 
Validasi

1 Tahun √ √ √ √

Penyaluran Bantuan Sosial 
Peralatan

17 Orang √

Pembinaan KUBE 20 Orang √ √

Pembinaan WRSE 60 Orang √ √

Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Taman Makam 
Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 
Rehabilitasi serta 
Pemeliharaan sarana dan 
Prsarana Taman makam 
pahlawanNasional 
Kabupaten / Kota 

1 
Dokumen 

Rehabilitasi TMP 1 Kegiatan

√

Pemerliharaan Taman 
Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Jumlah Taman Makam 
Pahlawan yang di 
terpenuhi 
pemeliharaannya pada 
taman makam pahlawan

8    
Makam

Operasional TMP dan Pengecatan 
TMP

1 TMP

√ √

RENCANA AKSI
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET TRIWULAN

2 3

Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS)

Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhannya dasarnya

VOLUME

JADWAL 
PELAKSANAAN 

1 Perlindungan 
dan Jaminan 
Sosial

Persentase Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) yang 
mendapatkan 
perlindungan dan 
jaminan sosial

40% Pendataan Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase Data Fakir 
Miskin yang sudah 
dilakukan verval

50% Pendataan Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

NO
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

AKSI

Jumlah Fakir Miskin 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
Didata

800 
Orang

Fasilitasi Bantuan 
Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat

Jumlah Orang 
Mendapatkan Bantuan 
Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

97          
Orang

Pengelolaan 
Taman Makam 
Pahlawan

Presentase Taman 
Makam Pahlawan yang 
Terkelola

85% Persentase sarpras TMP 
dalam kondisi baik

90%2 Pemeliharaan Taman 
Makam pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota



RENCANA AKSI
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

Kegiatan Hari Besar 
Kemerdekaan RI

1 Kegiatan
√

Kegiatan Hari Besar Pahlawan 1 Kegiatan √

Pembinaan TKSK 1 Kegiatan √ √

Pencairan Honorarium TKSK 1 Tahun √ √ √ √

Peningkatan Kemampuan 
Sumber Daya Manusia dan 
Penguatan Lembaga 
Konsultasi Kesejahteraan 
Keluarga (LK3)

Jumlah Serifikat yang dari 
hasil peningkatan SDM 
dan Lembaga Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga 
(LK3) kewenangan 
kabupaten / kota 

1 
Sertifikat

Rapat Koordinasi LK3 1 Kegiatan √

Peningkatan Kemampuan 
Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
Kelembagaan Masyarakat 
Kewenangan Kabupaten/ 
Kota  

Jumlah Lembaga 
Kesejahteraan Sosial yang 
meningkat Kapasitasnya 
Kewenangan Kabupaten / 
Kota 

14 
Lembaga

Pembinaan LKSA 1 Tahun √ √

Peningkatan Kemampuan 
Potensi Pekerja Sosial 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah orang mendapat 
peningkatan kapasitas 
pekerja sosial masyarakt 
kewenangan /Kabupaten 
/ Kota 

29 orang Pembinaan PSM 1 Kegiatan √

Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakata
n, Lembaga 
Adat dan 
Masyarakat 
Hukum Adat

Presentase 
Peningkatan Potensi 
dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
(PSKS) yang 
Berpartisipasi Dalam 
Upaya Pemberdayaan 
Masyarakat

80% Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
Bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa dan 
Lembaga Adat Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
serta Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum Adat 
yang Masyarakat 
Pelakunya Hukum Adat 
yang Sama dalam Daerah 

Persentase Anggota 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Kelurahan yang 
berpasrtisipasi dalam 
mendapatakan upaya-
upaya pemberdayaan 
masyarakat

90% Fasilitasi Penataan, 
Pemberdayaan dan 
Pendayagunaan 
Kelembagaan Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT,RW, 
PKK, Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Dokumen Hasil 
Penataan, Pemberdayaan 
dan Pendayagunaan 
Kelembagaan Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, 
PKK, Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat

1 
Dokumen

Pembinaan LPM dan Karang 
Taruna

1 Kegiatan √

3

3

Pemberdayaan 
Sosial

Presentase Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial yang 
mendapatkan 
Pemberdayaan Sosial 

Pengembangan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial Daerah/Kota

80%

Pengamanan Taman 
Makam Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil 
Pengamanan Taman 
Makam Pahlawan 
Nasional Kabupaten / 
Kota  

36 
Laporan

Presentase 
Pengembangan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial Daerah 
Kabupaten/kota

90%Pemberdayaan 
Sosial

Presentase Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial yang 
mendapatkan 
Pemberdayaan Sosial 

80% Pengembangan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial Daerah/Kota

Peningkatan Kemampuan 
Potensi Pekerja Sosial 
Masyarakat Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Potensi Tenaga 
Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan Kewenangan 
Kabupaten/Kota yang 
meningkat kapasitasnya 
kewenangan / Kota

5 orang

Presentase 
Pengembangan Potensi 
Sumber Kesejahteraan 
Sosial Daerah 
Kabupaten/kota

90%

2 Pengelolaan 
Taman Makam 
Pahlawan

Presentase Taman 
Makam Pahlawan yang 
Terkelola

Pemeliharaan Taman 
Makam pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

85% Persentase sarpras TMP 
dalam kondisi baik

90%



RENCANA AKSI
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, 
PKK, Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan (RT, RW, 
PKK, Posyandu, LPM, dan 
Karang Taruna), Lembaga 
Adat Desa/Kelurahan dan 
Masyarakat Hukum Adat 
yang Ditingkatkan 
Kapasitasnya

4 
Lembaga

Pemberian Reward kepada RT, 
RW dan LPM

4 Kegiatan √ √ √ √

Fasilitasi Bulan Bhakti 
Gotong Royong Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil 
Fasilitasi Bulan Bhakti 

Gotong Royong 
Masyarakat 

1 
Laporan 

Lomba BBGRM 1 Laporan √

4 Fasilitasi Tim Penggerak PKK 
dalam Penyelenggaraan 
Gerakan Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Tim Penggerak 

PKK dalam 
Penyelenggaraan 

Gerakan Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga

1 
Dokumen

Rapat Koordinasin PKK 1 Kegiatan √

Mengetahui, Probolinggo, Januari 2024
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

NIP 19670711 198809 1 001 NIP 19660114 198602 1 001
Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si. PRAMITO LEGOWO, S.Sos.

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO  DAN MASYARAKAT

90%3 Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakata
n, Lembaga 
Adat dan 
Masyarakat 
Hukum Adat

Presentase 
Peningkatan Potensi 
dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial 
(PSKS) yang 
Berpartisipasi Dalam 
Upaya Pemberdayaan 
Masyarakat

80% Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
Bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa dan 
Lembaga Adat Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
serta Pemberdayaan 
Masyarakat Hukum Adat 
yang Masyarakat 
Pelakunya Hukum Adat 
yang Sama dalam Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase Anggota 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Kelurahan yang 
berpasrtisipasi dalam 
mendapatakan upaya-
upaya pemberdayaan 
masyarakat



I II III IV

1 4 5 6 7

1 - - - 88%

NAMA INDIKATOR 
TARGE

T
NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR

TARGE
T

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
50 

Orang
Program Rantang Sehat bagi Lanjut Usia 
Terlantar 

12 Bulan v v v v

50 
Orang

Penyaluran Bantuan Sosial Sembako 
bagi Anak Yatim 

1 kali v

Rapat-rapat koordinasi 1 Tahun v v v

Penyaluran Bantuan Sosial Alat Bantu 
bagi Lansia

1 kali v

Pemberian Bimbingan 
Fisik, Mental, Spritual 
dan Sosial

Jumlah peserta bimbingan 
fisik, mental, spiritual dan 
sosial

Belanja Hibah 1 kali v

Pemberian ke Akses 
Layanan Pendidikan 
dan Kesehatan Dasar

 Belanja Hibah 1 kali v

1 Rehabilitasi 
Sosial

Persentase Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) yang 
mendapatkan 
Pelayanan Rehabilitasi 
Sosial

85% Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan 
NAPZA di Luar Panti Sosial

Persentase Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) yang 
mendapatkan Pelayanan 
Rehabilitasi Sosial

85% Penyediaan 
Permakanan

Jumlah Penerima Bantuan 
Sosial Permakanan pada 
Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan 
NAPZA di luar Panti Sosial

300 
Orang

Operasional Shelter 12 Bulan v v v v

Penyediaan Alat Bantu

Persentase Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) yang 
mendapatkan 
Pelayanan Rehabilitasi 
Sosial

Rehabilitasi 
Sosial

1 Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilitas 
Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, 
serta Gelandangan 
Pengemis di Luar Panti 
Sosial

VOLUME

JADWAL PELAKSANAAN 
TRIWULAN

2 3

Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhannya

NO
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

AKSI

Jumlah Penerima 
Penyediaan Permakanan 
pada Lanjut Usia 
Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 
Luar Panti Sosial

Penyediaan 
Permakanan

RENCANA AKSI
BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN, DAN JAMINAN SOSIAL

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET TRIWULAN

85% Jumlah Penerima 
Pelayanan Rehabilitasi 
Sosial Dasar Penyandang 
Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia 
Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis di 
Luar Panti Sosial

154 
Orang

10 
Orang

Jumlah Penerima 
Penyediaan Permakanan 
pada Lanjut Usia 
Terlantar, serta 
Gelandangan Pengemis 
Luar Panti Sosial



RENCANA AKSI
BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN, DAN JAMINAN SOSIAL

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

Penyediaan 
Permakanan

Jumlah Penerima Bantuan 
Sosial Permakanan pada 
Pemerlu Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) Lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan 
NAPZA di luar Panti Sosial

25 
orang

Bantuan sosial sembako bagi Eks Napi 1 kali v

100 
Orang

Operasional Shelter 12 Bulan v v v v

40 
orang

Pencairan Honor Tim Komite 
Penanganan PMKS

1 
Kegiatan

v

Penyediaan Alat Bantu Jumlah  Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial (PPKS) Lainnya 
Bukan Korban HIV/AIDS 
dan NAPZA di luar Panti 
Sosial yang mendapatkan 
alat bantu

14 
orang

Penyaluran Bantuan Sosial Alat Bantu 
bagi Disabilitas

1 
Kegiatan

v

Pemberian Pelayanan 
Penulusuran Keluarga

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Reunifikasi Keluarga 

25 
orang

Belanja Perjalanan Dinas 3 
kegiatan

v v

Pemberian Pelayanan 
Reunifikasi Keluarga

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pelayanan 
Penelusuran Keluarga 

20 
orang

Belanja Perjalanan Dinas 2 
kegiatan

v v

Pemberian Layanan 
Rujukan

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Layanan 
Rujukan

20 
orang

Belanja Perjalanan Dinas v v

Kerja Sama antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Pelaksanaan 
Rehabilitasi Sosial 

Jumlah dokumen hasil 
Kerja Sama antar Lembaga 
dan Kemitraan dalam 
Pelaksanaan Rehabilitasi 
Sosial Kabupaten/Kota

2 
dokum
en Rapat-rapat koordinasi

v v

1 Rehabilitasi 
Sosial

Persentase Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) yang 
mendapatkan 
Pelayanan Rehabilitasi 
Sosial

85% Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) lainnya Bukan 
Korban HIV/AIDS dan 

NAPZA di Luar Panti Sosial

Jumlah  Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial (PPKS) Lainnya 
Bukan Korban HIV/AIDS 
dan NAPZA di luar Panti 
Sosial yang mendapatkan 
Sandang

Penyediaan Sandang

Persentase Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) yang 
mendapatkan Pelayanan 
Rehabilitasi Sosial

85%



RENCANA AKSI
BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN, DAN JAMINAN SOSIAL

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

Sosialisasi atau Pelaksanaan 
Peningkatan SDM Taruna Siaga Bencana

1 
Kegiatan

v

Pencairan Honorarium SDM Taruna 
Siaga Bencana 

12 Bulan v v v v

Rapat-rapat koordinasi 1 Tahun v v v v

Pelaksanaan Dapur Umum 1 
Kegiatan

v

Penyauran Bantuan Sosial Sembako bagi 
Fakir Miskin

1 Kali v

Rapat-rapat koordinasi 1 Tahun V V V V

Rapat Tim Koordinasi BPNT
1 
Kegiatan

V

NIP.19690924 199703 1 003
ASEP SUPRAPTO LELONO, S.TP.MM

DAN JAMINAN SOSIAL
KEPALA BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN 

Probolinggo,       Januari 2024

130 
Orang

Jumlah SDM yang 
mengikuti Sosialisasi dan 
Pelaksanaan Taruna Siaga 
Bencana

Koordinasi, Sosialisasi 
dan Pelaksaan Taruna 
Siaga Bencana

80%Presentase Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) yang 
mendapatkan Pelayanan 
Rehabilitasi dan Jaminan 
Sosial

Penyelenggaraan 
Pemberdayaan  
Masyarakat terhadap 
Kesiapsiagaan Bencana 
Kabupaten/Kota

80%

Presentase Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PPKS) yang 
mendapatkan 
Penanganan Bencana

Program 
Penanganan 
Bancana

2

150 
Orang

Jumlah Penerima Bantuan 
Sosial Kesejahteraan 
Sosial Yang Difasilitasi

Fasilitasi Bantuan Sosial 
Kesejahteraan Keluarga

80%Persentase Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) yang 
mendapatkan 
Perlindungan dan Jaminan 
Sosial

Pengelolaan Data Fakir 
Miskin Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota 

80%

Persentase Pemerlu 
Pelayanan 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) yang 
mendapatkan 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial

Program 
Perlindungan 
dan Jaminan 
Sosial

3

Mengetahui,
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

NIP 19670711 198809 1 001
Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.



I II III IV

1 4 5 6 7

1 - - - 100%

2 - - - Nindya

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

60 Orang Rapat-rapat UPTD PPA (Gelar kasus) 1 Tahun v v v v

35
Layanan

Operasional Penanganan Kasus 
(layanan 
pendampingan/penjangkauan, 
layanan rumah 
perlindungan,mediasi)

1 Tahun v v v v

36 orang Pemberian honorarium bagi SDM 
layanan pengaduan pada UPTD PPA

12 Bulan v v v v

35 
Layanan

Operasional Penanganan Kasus 
(layanan 
pendampingan/penjangkauan,media
si)

v v v v

Persentase 
efektifitas  dalam 
penanganan 
permasalahan 
kekerasan pada 
perempuan

Perlindungan 
Perempuan 

Penyediaan layanan 
rujukan lanjutan bagi 
perempuan korban 
kekerasan yang 
memerlukan koordinasi 
kewenangan 
kabupaten/kota

Persentase 
perempuan korban 
kekerasan yang 
mendapatkan layanan 
rujukan lanjutan

Penyediaan layanan pengaduan 
masyarakat bagi perempuan 
korban kekerasan kewenangan 
kabupaten/kota

Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan Tingkat 
Kabupaten/Kota yang 
Mendapatkan Layanan 
Pengaduan

Koordinasi dan Sinkronisasi 
pelaksanaan penyediaan layanan 
rujukan lanjutan bagi perempuan 
korban kekerasan kewenangan 
kabupaten/kota

Jumlah Layanan Tindak 
Lanjut Pengaduan yang 
Memerlukan Koordinasi dan 
Sinkronisasi bagi 
Perempuan Korban 
Kekerasan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

NO
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

AKSI VOLUME

JADWAL PELAKSANAAN 
TRIWULAN

100%1 100%

2 3

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tumbuh Kembang 
Anak

Presentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani

Kategori Kota Layak Anak Level Kota Layak Anak

RENCANA AKSI
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGARUSTAMAAN HAK ANAK

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET TRIWULAN



RENCANA AKSI
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGARUSTAMAAN HAK ANAK

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

Penyediaan layanan 
rujukan lanjutan bagi 
perempuan korban 
kekerasan yang 
memerlukan koordinasi 
kewenangan 

Persentase 
perempuan korban 
kekerasan yang 
mendapatkan layanan 
rujukan lanjutan

100% Penyediaan layanan pengaduan 
masyarakat bagi perempuan 
korban kekerasan kewenangan 
kabupaten/kota

Jumlah Perempuan Korban 
Kekerasan Tingkat 
Kabupaten/Kota yang 
Mendapatkan Layanan 
Pengaduan

8
buah

Pengadaan Seragam UPTD PPA v

Pencegahan kekerasan 
terhadap perempuan 
lingkup Daerah 
Kabupaten/kota

Persentase 
Penurunan Kasus 
kekerasan terhadap 
perempuan yang 
dilayani dan 
terselesaikan

20% Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Kebijakan, Program 
dan Kegiatan Pencegahan 
Kekerasan terhadap Perempuan 
Lingkup Daerah Kab/Kota

300 Penggerakan dan Pemberdayaan 
Masyarakat dalam Pencegahan KTP, 
KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan 
Anak

1 Kegiatan v v

Penguatan dan 
pengembangan lembaga 
penyedia layanan 
perlindungan 
perempuan tingkat 
daerah kabupaten/kota

Jumlah SDM yang 
dilakukan pelatihan 
tersertifikasi

3 Orang Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Lembaga Penyedia Layanan 
Penanganan bagi Perempuan 
Korban Kekerasan

Jumlah sumber daya 
manusia jejaring yang 
menangani . mengawasi 
kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak

3 Orang SDM tersertifikasi Mediator 1 
Pelatihan

V

Pengembahan Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi anak yang 
memerlukan perlindungan 
khusus kewenangan 
kabupaten/kota

Jumlah petugas monitoring 
dan evaluasi pekerja anak

40 orang Belanja alat/bahan untuk kegiatan 
kantor-aATK, Belanja Mamin, 
Banner, Biaya uang saku

12 Bulan V V V V

Koordinasi Pelaksanaan Layanan 
AMPK

Jumlah AMPK yang 
mendapatkan layanan

60 Orang Rapat-rapat UPTD PPA (Gelar kasus) 1 Tahun v v v v

Penyediaan layanan 
bagi anak yang 
memerlukan 
perlindungan khusus 
yang memerlukan 
koordinasi tingkat 
daerah Kabupaten/kota

100%Persentase anak 
korban kekerasan dan 

pekerja anak yang 
memerlukan 

perlindungan khusus

100%1

2 Perlindungan 
Khusus Anak

100%Persentase 
efektifitas UPTD 
PPA dalam 
penanganan 
permasalahan 
kekerasan pada 
anak

Persentase 
efektifitas  dalam 
penanganan 
permasalahan 
kekerasan pada 
perempuan

Perlindungan 
Perempuan 
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Koordinasi Pelaksanaan Layanan 
AMPK

Jumlah AMPK yang 
mendapatkan layanan

35
Layanan

Operasional Penanganan Kasus 
(layanan 
pendampingan/penjangkauan, 
layanan rumah 
perlindungan,mediasi)

1 Tahun v v v v

Penguatan jejaring antar 
lembaga penyedia layanan 
perlindungan anak kewenangan 
kabupaten/kota

Jumlah pendampingan 
kasus kekerasan dan 
pekerja anak  yang 
mendapatkan perlindungan

4 orang Honorarium penyuluhan dan 
pendampingan

16 orang V V V V

Penguatan dan 
pengembangan lembaga 
penyedia layanan bagi 
anak yang memerlukan 
perlindungan khusus 
tingkat daerah 
kabupaten/kota  

SDM yang terlatih 
dalam pencegahan 
kekerasan terhadap 
Anak

20 
Lembag

a

Peningkatan Kapasitas SDM 
Lembaga Penyedia Layanan 
perlidungan bagi AMPK Tingkat 
Daerah Kab/Kota

Jumlah SDM yang 
menangani kasus kekerasan 
anak 

150 
Orang

Pelatihan Manajemen dan 
Penanganan Kasus

150 Orang v

Pertemuan Koordinasi dan 
Kerja Sama Lintas Sektor 
dalam Rangka Pencegahan 
KTP, KTA, TPPO, ABH, dan 
Perkawinan Anak

1 
Dokume
n

Biaya pertemuan koordinasi, 
meliputi mamin, transportasi dan 
honor narasumber

1 
Dokumen

v

Pelaksanaan KIE 
Pencegahan KTP, KTA, 
TPPO, ABH, dan Perkawinan 
Anak bagi Masyarakat Luas, 
Terutama bagi Kelompok 

1 
Dokume
n

Biaya penyusunan Materi KIE 1 
Dokumen

v

Penggerakan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pencegahan KTP, 
KTA, TPPO, ABH, dan 
Perkawinan Anak

1 
Dokume
n

Biaya pencegahan KTP, KTA, TPPO, 
ABH dan Perkawinan Anak

1 
Dokumen

v

Persentase anak 
korban kekerasan dan 
pekerja anak yang 
memerlukan 
perlindungan khusus

Penyediaan layanan 
bagi anak yang 
memerlukan 
perlindungan khusus 
yang memerlukan 
koordinasi tingkat 
daerah Kabupaten/kota

100%2 100%Perlindungan 
Khusus Anak

Persentase 
efektifitas UPTD 
PPA dalam 
penanganan 
permasalahan 
kekerasan pada 
anak

Pencegahan Kekerasan 
Terhadap Anak yang 
Melibatkan Para Pihak  
lingkup Daerah 
Kabupaten/kota

Presentase 
Penurunan kekerasan 
terhadap anak

100% Advokasi dan pendampingan 
Perangkat Daerah dalam 
pelaksanaan kebijakan 

/program/ kegiatan pencegahan 
KTA 
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Advokasi      Kebijakan      dan      
Pendampingan Pemenuhan Hak 
Anak pada Lembaga Pemerintah, 
Non   Pemerintah,   Media   dan   
Dunia   Usaha Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah kampung ramah 
anak

29 
Keluraha
n

Kegiatan Rapat Monitoring dan 
Evaluasi Kampung Ramah Anak

2 Kegiatan v v

Sosialisasi Pelapor dan Pelopor (2P) 
bagi Forum Anak

1 Kegiatan v

Kegiatan Gebyar HAN 1 Kegiatan v

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelaksanaan Pendampingan 
Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
Tingkat Daerah Kabupaten Kota 

Monev Gugus Tugas KLA 
dalam rangka Penilaian KLA

Gugus 
Tugas 
KLA

Rapat-Rapat Koordinasi Sektoral 
dalam rangka Penilaian Kota Layak 
Anak

2 
Semester

v v

Belanja Jasa Tenaga Jasa Puspaga 12 Bulan v v v v

Biaya Operasional PUSPAGA 12 Bulan v v v v
Biaya kegiatan Peningkatan Keluarga 
untuk Perlindungan Anak

2 
Semester

v v v v

Penguatan Jejaring antar 
Lembaga Penyedia Layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup Anak 
Tingkat Daerah Kab/Kota

Jumlah PATBM 34 
PATBM

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 
bagi Kader PATBM

2 Kegiatan v v
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Jumlah Forum Anak 35 
Forum 
Anak

Penguatan dan 
Pengembangan 
Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak 
Kewenangan 
Kabupaten / Kota

Jumlah Penguatan 
dan Pengembangan 
Lembaya layanan 
peningkatan kualitas 
hidup anak

20 
Lembag

a

Pengembangan Komunikasi, 
Informasi, dan Edukasi 
Pemenuhan Hak Anak bagi 

Peningkatan Pelayanan 
PUSPAGA 

1 Tahun

3 PROGRAM 
PEMENUHAN HAK 
ANAK (PHA)

Persentase 
pencapaian 
indikator Kota 
Layak Anak

70% Pelembagaan PHA pada 
lembaga pemerintah, 
non pemerintah, dan 
dunia usaha 
kewenangan 
kabupaten/ kota

Persentase Lembaga 
Pemerintah, Non dan 
dunia usaha yang 
memberikan 
Pemenuhan Hak 
Anak pada 
lembaganya

100%

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pelembagaan Pemenuhan Hak 
Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota
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I II III IV
1 4 5 6 7
1 - - - Utama 

NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET NAMA INDIKATOR TARGET I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pelatihan Bordir 1 kali v

Sosialisasi Literasi 
Hukum/Politik

1 kali v

Rapat Koordinasi 
Pendataan 

2 Kali v v

Pendampingan pada 
organisasi masyarakat 
Peningkatan Partisipasi 
Perempuan bidang Politik 
Hukum Sosial dan 
ekonomi

3 kali v v v

Rapat Koordinasi 
penyelenggaraan PUG

2 kali v v

Desk Evaluasi 
Penyelenggaraan PUG

1 
Kegiatan

v

Advokasi Kebijakan dan 
Pendampingan 
Pelaksanaan PUG 
termasuk PPRG

Jumlah Perangkat Daerah 
yang mendapat advokasi 
kebijakan dan 
pendampingan pelaksanaan 
PUG termasuk PPRG 
Kewenangan Kab/Kota

35 
Perangkat 

Daerah

Rapat Koordinasi Evaluasi 
PUG

2 kali v v
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET TRIWULAN

2 3
Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender

NO
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

AKSI VOLUME
JADWAL PELAKSANAAN 

TRIWULAN

1 Program 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
pemberdayaan 
Perempuan

Presentase 
Peningkatan Peran 
Serta kelompok 
Masyarakat dan 
Perangkat Daerah 
dalam 
Pengarusutamaan 
Gender

52% Pemberdayaan 
Perempuan Bidang 
Politik, hukum, Sosial, 
dan ekonomi pada 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Presentase 
Peningkata Peran 
Perempuan Bidang 
Politik, Hukum, 
Sosial,ekonomi dan 
Organisasi 
Kemasyarakatan

6% Sosialisasi Peningkatan 
Partisipasi Perempuan 
Bidang Politik Hukum 
Sosial dan ekonomi

Jumlah Dokumen Hasil 
Sosialisasi Peningkatan 
Partisipasi Perempuan di 
bidang Politik, Hukum, 
Sosial dan Ekonomi 
Kewenangan Kab/Kota

2 Dokumen 

Advokasi Kebijakan dan 
Pendampingan 
Peningkatan Partisipasi 
Perempuan dan Politik 
Hukum Sosial dan 
ekonomi

Jumlah Organisasi 
Masyarakat yang Mendapat 
Advokasi dan 
Pendampingan Kebijakan 
Peningkatan Partisipasi 
Perempuan di Bidang 
Politik, Hukum, Sosial dan 
Ekonomi kewenangan 
Kab/Kota

23 
Organisasi

Pelembagaan 
Pengarusutamaan 
Gender (PUG) pada 
Lembaga Pemerintah 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Persentase program 
pemerintah daerah 
yang dilengkapi 
dokumen ARG yang 
berkualitas

55% Koordinasi dan 
Sinkronisasi  pelaksanaan 
PUG Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah laporan hasil 
koordinasi dan sinkronisasi 
penyelenggaraan PUG

2 Laporan
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Rapat Koordinasi dengan 
Instansi terkait

1 
Kegiatan

v

Penyusunan Dokumen 
Data Gender Terpilah

1 buku v

Mengetahui, Probolinggo,     Januari 2024

2 Pengelolaan 
Sistem Data 
Gender dan Anak

Presentase Data 
Gender dan Anak 
yang terpilah

40% Pengumpulan, 
Pengelolaan Analisis 
dan Penyajian Data 
gender dan Anak dalam 
Kelembagaan Data di 
Kewenangan 
Kabupaten/ Kota

Presentase Data 
Gender dan Anak 
yang terkumpul

30% Penyajian dan 
Pemanfaatan Data 
Gender dan Anak dalam 
Kelembagaan Data di 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Penyajian 
dan Pemanfaatan Data 
Gender dan Anak dalam 
Kelembagaan Data di 
Kewenangan Kab/Kota

1 Dokumen
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